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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan administrasi yang berkualitas di rumah sakit merupakan 

indokator penting bagi tingkat kepuasan pasie yang berdampak pada keinginan 

mereka untuk menggunakan Kembali layanan Kesehatan dari Lembaga tersebut 

(Firdaus, 2019). Tuntutan akan kualitas pelayanan administrasi juga dapat 

dirasakan semakin tinggi (Sani, 2021). Dalam pasal 29 huruf b Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009, dijelaskan bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawan 

untuk memberikan layanan Kesehatan yang aman, berkualitas, tidak 

diskriminatif, dan efektif sesuai dengan standart layananan yang berlaku di 

rumah sakit. Mutu layananan Kesehatan di rumah sakit melibatkan beberapa 

aspek seperti mematuhi standar kualitas yang kualitas yang telah ditetapkan dan 

memenuhi kebutuhan pasien untuk mencapai kepuasan pelanggan atau pasien. 

Terdapat keterkaitan yang era tantara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan 

atau pasien. Kualitas layanan mampu mendorong pasien di rumah sakit untuk 

menjalin hubungan yang erat dengan Lembaga tersebut (Krismanto & Irianto, 

2019).Pada periode yang lebih lama, hubungan ini dapat membantu rumah sakit 

dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai harapan dan 

kebutuhan pasien. Namun, selama ini yang terjadi di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM, Kalianda adalah terdapatnya 

pelayanan administrasi yang buruk. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.   Bob   

Bazar,   SKM   yang   disingkat menjadi  RSUD  Dr.  H.  Bob  Bazar,  SKM 

merupakan satu-satunya rumah sakit umum yang ada di daerah Lampung 

Selatan tepatnya di Kota Kalianda. Kota Kalianda merupakan salah satu kota 

dan/atau kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.  

 

Gambar 1.1 Distribusi Jumlah Penduduk di Kabupaten Lampung Selatan, 

2020 
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Sumber: (BPS, 2022) 

 

Data diatas menjelaskan bahwa, pada tahun 2020 Kabupaten Lampung Selatan 

memiliki jumlah penduduk sekitar 1064,3 rb jiwa. Ribuan penduduk tersebut 

menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Jika 

terdapat penduduk yang sakit, seluruh penduduk yang ada di Lampung Selatan pasti 

dirujukan ke RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM. Mengingatt banyaknya kecamatan 

yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, dan padatnya penduduk tersebut 

membuat pihak rumah sakit kelelahan dalam menangani baik pelayanan 

administrative maupun pelayanan dibidang Kesehatan 

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat terkait keluhan pada sistem 

administrasi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kalianda antara lain ialah: 1. 

Keterlambatan dalam proses administrasi sehingga dapat menghambat pelayanan 

pasien dan pengelolaan data yang efisien, keterlambatan dalam proses administrasi 

dapat berdampak negative seperti membuat pasien menunggu lebih lama dengan 

rasa sakit yang dialaminya. Lama proses antrean di loket pelayanan yang dialami 

pasien dapat sekitar seharian dalam menunggu pelayanan dan penanganan lebih 

lanjut,  
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Gambar 1.2 Keramaian Pasien dalam Loket Antrean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Maps, 2023 

 

2. Keterbatasan akses, terbatasnya akses pada staf medis dan 

administrative terhadap informasi pasien yang diperlukan dapat memperlambat 

proses perawatan, dan dalam situasi ini juga dapat mengakibatkan proses perawatan 

menjadi lebih lambat. Karena dengan keterbatasan akses dapat menghambat 

kemampuan tim medis dalam membuat keputusan yang tepat dan menyampaikan 

perawatan efektif kepada pasien, 3. Rendahnya integrasi sistem, Sistem 

administrasi yang tidak terintegrasi dengan baik antara berbagai departemen rumah 

sakit dapat menghambat aliran informasi dan pelayanan administrative yang lancar, 

hal ini juga mengacu pada ketidakmampuan sistem-sistem yang ada untuk 

berkomunikasi atau bekerja bersama secara efisien, karenanya berkesempatan 

sering kali menghasilkan isolasi data dan proses yang tidak terhubung sehingga 
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dapat menghambat efisiensi operasional, mengganggu alur kerja, dan dapat 

menyebabkan kesulitan dalam berkoordinasi antara komponen yang berbeda di 

dalam rumah sakit tersebut 4. Birokrasi berlebihan, terlalu banyak prosedur 

administrasi dan persyaratan berbiaya tinggi dapat membebani rumah sakit dan 

pasien. Hal ini pun terjadi pada pasien yang terdaftar dalam kartu Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam praktiknya, masih ada banyak pasien 

yang tidak memperoleh hak mereka dalam pelayanan BPJS Kesehatan, dikarenakan 

pelayanan administrative yang berbelit-belit dan jika ada yang tertinggal salah satu 

persyaratan pasien yang bersangkutan tidak dapat diproses sehingga dapat 

menimbulkan pemikiran negative dari masyarakat. Sistem tersebut membuat 

masyarakat mengeluhkan pelayanan kesehatan yang ada di seluruh rumah sakit 

(Ananda, Putera, & Ariany, 2019) Padahal, pelayanan merupakan salah satu elemen 

penting dalam kehidupan yang memiliki berdampak pada kegiatan di masyarakat 

apabila didalamnya terdapat banyak saingan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah memiliki tugas untuk 

memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat. Hal tersebut perlu 

dievaluasi secara tegas karena sebelumnya telah terdapat peraturan yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran, 

melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

terkhusus yang memberikan hak-hak spesifik terkait advokasi, perlindungan, dan 

resolusi sengketa. Kemudian, di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM, juga terdapat 

sangat banyak pengunjung yang membuat pasien harus sabar menunggu. Hal ini 

harus segera mendapat tindakan lebih lanjut demi mendapatkan kualitas pelayanan 

administrative yang baik. Namun, fenomena ini belum mendapat perhatian dari 

pihak rumah sakit.  

Penyelenggara layanan publik adalah usaha pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan pokok dan hak-hak sipil setiap penduduk dalam hal barang, jasa, dan 

pelayanan administrative yang diberikan oleh penyelenggara layanan publik. Di 

Indonesia, konstitusi 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan pokok setiap warga demi kesejahteraannya, sehingga efisiensi suatu 

sistem pemerintah sangat bergantung pada kualitas penyelenggaraan layanan publik 

yang baik atau buruk (Maryam, 2017) Menurut Pandangan Lovelock, Petterson & 
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Walker yang disebutkan dalam  (Tjiptono, 1997) Pelayanan publik dianggap 

sebagai sistem dalam administrasi, Dalam perspektif ini, setiap sistem administrasi 

dianggap sebagai entitas yang terdiri dari dua komponen utama yaitu  (1)  operasai  

jasa;  dan  (2)  penyampaian  jasa. Pelayanan publik memiliki arti yang luas, karena 

dapat mencakup berbagai aktivitas atau perbuatan yang dilakukan untuk menunjang 

kebutuhan dan/atau keinginan seseorang atau kelompok. Pemerintah dalam proses 

penyelenggaraan pelayanan publik masih ditemukan banyak kekurangannya 

sehingga jika dilihat dari segi kualitas tidak sesuai dengan yang diinginkan 

masyarakat  sedangkan secara umumnya, masyarakat saat ini tidak hanya 

mengandalkan standar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka 

juga menuntut kualitas layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka sendiri. 

Hal ini berarti bahwa pelayanan yang dibutuhkan masyarakat tidak sejalan dengan 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui rumah sakit terkhusus pelayanan 

administrasinya. Seperti yang dijumpai oleh salah satu rumah sakit di RSUD 

Bangka Tengah, dalam literasi jurnal yang ditulis oleh (Sani, 2021) Masih banyak 

keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan langsung yang disediakan oleh 

pemerintah, ternasuk keluhan mengenai lambatnya pelayanan administrative. 

Keluhan ini dapat diidentifikasi dan terlihat saat berinteraksi langsung dengan 

pelayanan atau melalui umpan balik yang disampaikan oleh Masyarakat melalui 

media. Secara keseluruhan, kualitas pelayanan tersebut masih jauh dari pemenuhan 

standar harapan masyarakat.  

Selain itu, masih terdapat beberapa rumah sakit lainnya yang memiliki 

tingkat pelayanan kurang dari standar yang telah diberikan oleh Menteri Kesehatan. 

Salah satunya pada studi kasus yang dialami oleh Rumah Sakit Umum (RSUD) 

Kota Dumai, dalam jurnal (Krismanto & Irianto, 2019) pelayanan publik kurang 

baik yang dialami rumah sakit tersebut ialah terkait waktu tunggu pelayanan yang 

diberikan oleh petugas maupun dokter spesialis. Implementasinya tidak sesuai 

dengan standart Pelayanan Minimal Kepmenkes RI No.129/Menkes/SK/IV/2008. 

Hal tersebut memberikan isu negative kepada masyarakat sekitar sehingga dapat 

berdampak pada isu rumah sakit secara umum. Permasalahan pelayanan publik 

lainnya yang dialami rumah sakit ini adalah pada kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh Dokter maupun perawat. Dokter maupun perawat harus benar-benar 
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mengetahui apa yang dikeluhkan oleh pasien tanpa membeda-bedakan pasien yang 

menggunakan BPJS. Hal ini banyak terjadi juga pada rumah sakit lainnya, karena 

banyak aduan masyarakat yang menyebutkan bahwa pelayanan yang menggunakan 

BPJS sangat lambat dibandingkan dengan pasien mandiri. Selain itu, keluhan ini 

dapat berpotensi terhadap penurunan kualitas layanan kesehatan karena beban kerja 

petugas medis di fasilitas kesehatan bisa meningkat. 

Dari semua permasalahan pelayanan publik yang disebutkan diatas baik 

yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM, 

Kalianda maupun permasalahan umum yang terjadi di beberapa rumah sakit lainnya 

membuktikan bahwa pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

terutama di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM belum sepenuhnya efektif dan efisien. 

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. 

Apabila organisasi dapat mencapai tujuan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa 

organisasi tersebut beroperasi secara efektif. Selanjutnya menurut Georgopoulos 

dan Tannenbaum dalam buku yang diacu oleh (Steers, 1985) Efektivitas organisasi 

merujuk pada sejauh mana sebuah organisasi sebagai sistem sosial dapat mencapai 

tujuannya dengan menggunakan sumber daya dan sarana yang tersedia tanpa 

pemborosan, serta menjaga agar tidak ada ketegangan yang tidak perlu diantara 

anggotanya. Pelayanan yang efektif kepada pasien dapat diartikan sebagai 

pelayanan yang memberikan kenyamanan, kepuasan, dan ramah, sehingga secara 

keseluruhan menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi pasien. Kemudian, 

bentuk pelayanan yang efisien ialah jika pelayanannya transparansi terkait 

informasi yang ada, responsive terkait respons pertanyaan, pengaduan, dan 

kebutuhan masyarakat dengan cepat. Menurut (Dwiyanto, 2008) Efisiensi 

pelayanan merujuk pada perbandingan yang optimal antara masukan (input) dan 

hasil (output) dari layanan. Dalam situasi yang ideal, efisiensi pelayanan akan 

tercapai Ketika birokrasi penyedia layanan mampu menyediakan input pelayanan 

seperti biaya dan waktu yang memberikan kemudahan bagi Masyarakat pengguna 

layanan. Demikian pula, pada sisi output pelayanan, birokrasi secara ideal harus 

mampu memberikan produk layanan yang memiliki kualitas tinggi terutama dalam 

hal biaya dan waktu pelayanan. Efisiensi pada sisi input digunakan untuk 
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mengevaluasi sejauh mana Masyarakat dapat dengan mudah mengakses sistem 

pelayanan yang ditawarkan. 

Salah satu tanggung jawab pemrintah dalam melayani masyarakat adalah 

memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan ketentuam yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk 

mencapai hal ini, Langkah yang dapat diambil adalah dengan berinovasi dalam 

pengembangan dan perbaikan layanan publik, serta memanfaatkan praktik terbaru 

dan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Perkembangan teknologi 

informasi memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan Masyarakat dan dalam era 

globalisasi ini, kemajuam teknologi menjadi suatu keharusan yang harus 

dimanfaatkan diberbagai bidang. Hal ini didukung oleh data yang diterima dari 

(Statistik, 2022) yang menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 62,10% 

penduduknya telah mengakses internet pada tahun 2021. Selanjutnya, terlihat 

bahwa pada tahun 2021 90,54% rumah tangga di Indonesia telah memiliki 

setidaknya satu nomor telepon seluler yang menunjukkan peningkatan 

dibandingkan tahun 2018. Jika dikaitkan dengan tahun 2022, pasti memiliki angka 

yang lebih tinggi lagi mengingat perkembangan teknologi yang membludak seiring 

bergantinya zaman. Kemudian, kita sebagai Masyarakat juga perlu memberikan 

saran terkait inovasi untuk membantu proses pelaksanaan administrasi di rumah 

sakit tersebut.  Menurut  (O'Regan & Ghobadian, 2005) inovasi merupakan suatu 

konsep ide baru dalam menciptakan nilai tambah bagi instansi atau entitas ketika 

diimplementasikan. Inovasi dapat melibatkan penggunaan teknologi baru atau 

pendekatan yang berbeda untuk memecahkan masalah dalam pelayanan publik. 

Inovasi juga menjadi kunci kemajuan dalam berbagai bidang di suatu instansi. 

Salah satu inovasi bidang dari penulis yang memiliki sentuhan dengan 

teknologi informasi adalah melalui pengembangan sistem pelayanan administrasi 

kepada masyakarat di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM. Sistem tersebut mengacu 

pada proses administrasi mulai dari sistem anteran digital, proses pendaftaran rawat 

jalan baik pendaftaran BPJS maupun mandiri, pendaftaran rawat inap, informasi 

terkait jadwal, layanan, informasi terkait penunjang medis, dan informasi seputar 

jadwal-jadwal yang ada dalam RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM. Sistem tersebut 

dikembangkan dalam bentuk Aplikasi agar memudahkan masyarakat untuk dapat 
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mengakses dari mana saja dan kapan saja. Aplikasi ini sangat diperlukan di era 

perkembangan teknologi saat ini. Dan perlu mendapat perhatian khusus oleh 

Menteri Kesehatan karena penggunaan sistem komputerisasi, instansi akan lebih 

mudah dalam mengolah data dan dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien 

(Fadilah, Saputra, Maylana, & Saputra, 2019) 

Kemudian, rancangan aplikasi ini akan diberikan nama E-Min. E-Min 

merupakan singkatan dari Easy Administration, (Administrasi yang mudah). 

Aplikasi ini ditujukan untuk mengembangkan sistem pelayanan administrasi di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM, Kalianda. Pelayanan 

administrasi menjadi faktor yang penting dalam proses penyelenggaraan rumah 

sakit, pelayanan administrasi sebagai langkah awal menuju pelayanan kesehatan 

prima. Melalui pelayanan prima, diharapkan dapat menciptakan pelayanan terbaik, 

keunggulan kompetitif melalui pelayanan yang berkualitas, efisien, inovatif, dan 

produktif.  

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah aplikasi E-Min dapat memudahkan masyarakat untuk akses proses 

pendaftaran dan informasi di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM? 

2. Apakah efektivitas dan efisiensi output dapat tercapai melalui aplikasi E-

Min?  

3. Apakah penggunaan aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas sistem 

pelayanan administrasi di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk memudahkan masyakarat akses proses pendaftaran di RSUD Dr. H. 

Bob Bazar, SKM 

2. Untuk menilai sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi dalam 

menghasilkan output yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan 
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3. Untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan administrasi di RSUD Dr. 

H. Bob Bazar, SKM 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Dengan aplikasi E-Min dapat bermanfaat untuk Masyarakat dalam 

mengurangi waktu tunggu, mengurangi kerumunan, dan mempercepat 

proses pendaftaran 

2. Aplikasi E-Min bermanfaat untuk membantu Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM, dalam meningkatkan kualitas hasil kerja 

pada sistem pelayanan administrasi dan mencapai tujuan yang ditetapkan 

dengan lebih baik 

3. Peningkatan kualitas sistem pelayanan administrasi, dengan adanya aplikasi 

ini dapat membuat rumah sakit menjadi lebih berkualitas dan  memiliki 

rating yang tinggi 
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